
SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

NOMOR I2O TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH

BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2023, perlu

dibentuk Tim Pembangonarr Tana Integritas menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kota Pangkalpinang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang

Pembentukan Tim Pembangu nan Tnna Integritas menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kota Pangkalpinang;

Mengingat l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 3l Tahun 1999 tentang
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3874)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2O Tahun 2001 (t embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O01 Nomor 134, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indoneisa Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Desigrr Reformasi Birokrasi 2OIO-2O25;

5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang

Kedudukan, Tlrgas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan

Tata Kelja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan. Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabu paten/ Kota

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 196);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang

Pembangunan dan Evaluasi hna lntegl.itas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road

Map Reformasi Birokrasi 2O2O-2O24 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2O2O ter,tang

Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

4421;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 314/ORT.O7-KqI/OllKPU lV /2021 tentang
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

PANGKALPINANG NOMOR 120 TAHUN 2023 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH

BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG.

Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Witayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota

Pangkalpinang, yang terdiri dari :

a. Pengarah;

b. Koordinator Tim Pembangunan Tnna Integritas;

c. Anggota Tim Pembagunan bna Integritas.

Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas Tim Pembangunan Tana Integntas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota

Pangkalpinang, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU,

adalah:

a. Pengarah:

- memberikan arahan dalam penyusunan rencana

kegiatan Pembangunan 7-ona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan

Melayani;

- mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Bersih dan Melayani secara rutin dan

memberikan arahan agar Pelaksanaan Kegiatan dapat

be{alan dengan konsisten dan terarah;



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SE KRETARI]dIT KOMISI PEMLITIAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

ljM l( Sub Bagian Hukum
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b. Koordinator Tim:

- melakukan sosialisasi kepada anggota tentang

kegiatan Pembangunan Tnna Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan

Melayani;

- melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani;

c. Anggota Tim:

- melaksanakan Pembangunafl 7-ona Integritas;

- melakukan upaya aga.r pelayanan mudah diakses

melalui berbagai media;

- melakukan survei kepuasan terhadap masyarakat

terhadap pelayanan, dan hasil dari survei dapat

diatses secara terbuka;

- melakukan perbaikan kinerja secara berkala.

Tim Pemban gunan Tnna Integritas Menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung

jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota

Pangkalpinang.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota

Pangkalpinang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang

Pada tanggal 06 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG,
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Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Bagian Hukum

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG

NOMOR: 120 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN

WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG

Ditetapkan di Pangkalpinang

Pada tanggal 06 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG,
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NO NAMA JABATAN DALAM TIM

1 Penti Ketua Pengarah

2 Yusmayadi Anggota Pengarah

J Ruslan Anggota Pengarah

4 Margarita Anggota

5 Muslim Ansori Anggota Pengarah

6 Yuliana Sandriani Sekretaris Koordinator

7 Efry Al Khausar Kasubbag Hukum dan SDM Anggota

8
Eka Oktaviana Kasubbag Umum, Keuangan

dan logistik
Anggota

9
Susanti Kasubbag Perencanaan Data

dan Informasi
Anggota

M. Nazir Kasubbag Teknis

Penyelenggaraan Pemilih,

Partisipasi dan Humas

Anggota
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Pengarah
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